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ABSTRAK

Reformasi birokrasi telah menjadi agenda penting dalam pembangunan nasional, terutama
dalam konteks meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Jurnal
ini menganalisis visi reformasi birokrasi yang diusung oleh Prabowo Subianto, dengan fokus
pada pendekatan holistik dan transformatif dalam kerangka ilmu politik pemerintahan. Melalui
metode analisis deskriptif-kualitatif, jurnal ini mengeksplorasi tantangan struktural dan kultural
dalam birokrasi Indonesia serta menilai sejauh mana visi Prabowo dapat menjadi solusi yang
efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi memerlukan pendekatan
multidimensi, termasuk digitalisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan
penegakan integritas. Jurnal ini menyimpulkan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak
hanya bergantung pada kebijakan teknis, tetapi juga pada komitmen politik dan partisipasi
publik.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Prabowo Subianto, Kebijakan Publik, IImu Politik
Pemerintahan, Transparansi, Akuntabilitas

Pendahuluan

Birokrasi, sebagai mesin penggerak negara, memegang peran sentral dalam mengimplementasikan
kebijakan publik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. la adalah jembatan antara negara
dan rakyat, antara kebijakan dan realitas. Namun, di Indonesia, birokrasi sering kali lebih banyak
menjadi beban daripada solusi. Inefisiensi yang mengakar, korupsi yang merajalela, dan minimnya
transparansi telah menciptakan citra birokrasi yang kaku, lamban, dan jauh dari harapan.
Reformasi birokrasi bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak untuk
menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan
publik.

Dalam konteks ini, Prabowo Subianto muncul dengan visi reformasi birokrasi yang holistik dan
transformatif. Sebagai figur yang memiliki pengalaman luas di bidang militer dan politik, Prabowo
menawarkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penyederhanaan struktur, tetapi juga
pada transformasi budaya dan sistem. Visi ini mencakup digitalisasi pelayanan publik,
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penegakan integritas melalui mekanisme
pengawasan yang ketat.

Namun, pertanyaan besarnya adalah: sejauh mana visi ini dapat menjawab tantangan struktural
dan kultural yang telah lama membelit birokrasi Indonesia?
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Artikel ini bertujuan untuk menganalisis visi reformasi birokrasi Prabowo Subianto dalam
kerangka ilmu politik pemerintahan. Dengan pendekatan analitis-kritis, jurnal ini akan
mengeksplorasi tantangan yang dihadapi birokrasi Indonesia, menilai relevansi visi Prabowo, serta
mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan reformasi. Pertanyaan utama
yang diajukan adalah: bagaimana visi reformasi birokrasi ala Prabowo dapat menjadi solusi yang
efektif dalam konteks tata kelola pemerintahan Indonesia yang kompleks?

Artikel ini tidak hanya berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan birokrasi,
tetapi juga menawarkan perspektif akademis tentang bagaimana reformasi birokrasi dapat
diwujudkan secara holistik. Dalam prosesnya, jurnal ini akan menggali keterkaitan antara
kebijakan teknis, komitmen politik, dan partisipasi publik sebagai elemen-elemen kunci dalam
menciptakan birokrasi yang lebih baik. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi berarti bagi diskusi akademis dan praktis tentang reformasi birokrasi di Indonesia,
sekaligus menjadi refleksi kritis atas visi yang diusung oleh salah satu tokoh politik terkemuka
negeri ini.

Pada akhirnya, reformasi birokrasi bukanlah sekadar proyek administratif, melainkan sebuah
perjalanan transformatif yang membutuhkan keberanian, komitmen, dan kolaborasi semua pihak.
Visi Prabowo mungkin menjadi langkah awal yang menjanjikan, tetapi keberhasilannya akan
sangat bergantung pada bagaimana visi tersebut diimplementasikan dalam konteks yang lebih
luas—sebuah konteks yang penuh dengan tantangan, tetapi juga peluang untuk menciptakan
perubahan yang berarti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk
menggali pemahaman mendalam terkait reformasi birokrasi dalam visi Prabowo Subianto, dalam
konteks kebijakan publik dan ilmu politik pemerintahan. Penelitian berfokus pada kajian sistematis
terhadap berbagai dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, serta pernyataan-pernyataan publik yang
relevan dengan agenda reformasi birokrasi yang diajukan oleh Prabowo Subianto.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi literatur yang menyeluruh, mencakup
berbagai sumber primer dan sekunder, yang meliputi pidato, wawancara publik, serta dokumen-
dokumen kebijakan yang berkaitan dengan rencana dan implementasi reformasi birokrasi. Data
yang terkumpul selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam visi
reformasi tersebut, serta untuk memahami bagaimana elemen-elemen tersebut berhubungan
dengan teori-teori ilmu politik pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan tata kelola
birokrasi dan kebijakan publik.

Metode analisis dilakukan dengan pendekatan tematik yang menekankan pada pemetaan isu-isu
utama dalam visi reformasi birokrasi dan implikasinya terhadap sistem pemerintahan.

Penelitian ini juga berusaha mengevaluasi kesesuaian antara visi yang diajukan dengan prinsip-
prinsip tata kelola yang baik serta efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas birokrasi dan
pelayanan publik. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait
arah kebijakan publik dan kontribusi reformasi birokrasi terhadap kemajuan negara.

11


https://issn.lipi.go.id/terbit/detail/20220929511480715

Vol. 3 No.1: Oktober 2024
E-ISSN = 2964-8955

HASIL PENELITIAN

Tantangan Birokrasi Indonesia

Birokrasi Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan kultural,
yang menghambat efektivitas serta akuntabilitas sistem pemerintahan. Di antara tantangan utama
yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

o Inefisiensi: Proses birokrasi yang rumit dan penuh administrasi berbelit menghambat
percepatan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Keterlambatan dalam
pelayanan publik sering kali menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap Kkinerja
pemerintah.

o Korupsi: Praktik korupsi yang masih merajalela di banyak lapisan birokrasi Indonesia
menjadi masalah struktural yang krusial. Hal ini tidak hanya merugikan perekonomian
negara tetapi juga mencoreng citra pemerintah serta mengurangi kepercayaan publik
terhadap institusi negara.

o Kurangnya Transparansi: Akses terbatas masyarakat terhadap informasi yang terkait
dengan kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan pemerintah menjadi hambatan
serius dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan
rakyat.

o Budaya Feodal: Mentalitas birokrasi yang masih sangat hierarkis, di mana keputusan
sering kali tergantung pada otoritas atasan, menghambat fleksibilitas dan kecepatan dalam
merespons kebutuhan masyarakat. Selain itu, pendekatan yang terlalu sentralistik
memperlambat inovasi di tingkat bawah pemerintahan.

Visi Reformasi Birokrasi Prabowo Subianto

Sebagai calon pemimpin, Prabowo Subianto menawarkan visi reformasi birokrasi yang lebih
progresif dan sesuai dengan dinamika global saat ini. Visi ini mencakup beberapa langkah strategis
yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan birokrasi yang ada:

e Transformasi Struktural: Penyederhanaan struktur birokrasi menjadi langkah utama
dalam meningkatkan efisiensi operasional pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi
lapisan birokrasi yang tidak perlu, mempercepat alur keputusan, serta meminimalkan
birokrasi yang justru memperlambat proses pelayanan kepada masyarakat.*

o Digitalisasi Pelayanan Publik: Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat
proses administrasi dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik menjadi fokus
utama.?

Digitalisasi akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan serta
meminimalkan ruang bagi praktik korupsi yang berkembang dalam ketidaktransparanan
proses manual.

! Transformasi Struktural: Penyederhanaan struktur birokrasi bertujuan untuk mengurangi lapisan administrasi yang tidak efisien,
mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan responsivitas pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan upaya yang dijelaskan
oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2023), yang menckankan pentingnya reformasi
struktural untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2023.
https://www.kemenkopmk.go.id

2 Digitalisasi Pelayanan Publik: Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan transparansi
dan mengurangi praktik korupsi. Sekretariat Negara (2023) menyatakan bahwa pemerintah telah mengimplementasikan beberapa
inisiatif digitalisasi untuk mempercepat pelayanan publik. Sekretariat Negara, 2023. https://www.setneg.go.id
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Peningkatan Kapasitas SDM: Reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada aspek
struktural, tetapi juga pada pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor
pemerintahan. Pelatihan dan pengembangan kompetensi birokrat menjadi krusial untuk
menciptakan pelayanan publik yang profesional, efisien, dan responsif.?

Penegakan Integritas: Salah satu elemen penting dalam visi Prabowo adalah
pemberantasan korupsi secara tegas melalui penguatan mekanisme pengawasan dan
pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Hal ini diharapkan dapat
menumbuhkan budaya kerja yang lebih jujur dan profesional di kalangan aparatur negara.*

Analisis dalam Konteks Iimu Politik Pemerintahan

Melihat visi reformasi birokrasi yang ditawarkan oleh Prabowo Subianto, dapat dikatakan bahwa
terdapat potensi yang signifikan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi birokrasi Indonesia.
Namun, dalam konteks ilmu politik pemerintahan, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan
untuk memastikan keberhasilan implementasi reformasi birokrasi ini, yaitu:

Komitmen Politik: Salah satu prasyarat utama keberhasilan reformasi birokrasi adalah
adanya dukungan politik yang kuat dari berbagai pihak, termasuk eksekutif, legislatif, serta
pemangku kepentingan lainnya. Tanpa adanya komitmen politik yang jelas dan
berkelanjutan, program reformasi birokrasi cenderung sulit untuk dilaksanakan secara
optimal.

Partisipasi Publik: Untuk memastikan reformasi birokrasi tidak hanya menjadi proses
teknokratik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat, partisipasi publik dalam
perencanaan dan evaluasi kebijakan sangat penting.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan penilaian kinerja birokrasi akan
menciptakan akuntabilitas yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap
pemerintah.

Koherensi Kebijakan: Reformasi birokrasi yang dilakukan harus selaras dengan agenda
pembangunan nasional yang lebih luas.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan reformasi birokrasi tidak
berjalan terpisah dari kebijakan ekonomi, sosial, dan politik lainnya, agar tercipta sinergi
yang saling mendukung antara berbagai sektor pemerintahan.®

Secara keseluruhan, meskipun visi Prabowo Subianto dalam reformasi birokrasi mengarah

pada langkah-langkah yang progresif, tantangan terbesar terletak pada bagaimana kebijakan ini
dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi bukanlah suatu proses
yang instan, tetapi memerlukan waktu, komitmen, dan kerja keras dari semua pihak terkait.

PEMBAHASAN PENELITIAN

3 Peningkatan Kapasitas SDM: Pengembangan kompetensi birokrat menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang
profesional dan responsif. Lembaga Administrasi Negara (2023) menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) birokrasi
merupakan faktor penting dalam reformasi birokrasi. Lembaga Administrasi Negara, 2023. https://www.lan.go.id

4 Penegakan Integritas: Pemberantasan korupsi melalui penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang tegas menjadi
prioritas dalam visi reformasi Prabowo. Biem.co (2023) menggarisbawahi pentingnya menghilangkan budaya feodal dalam birokrasi
untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Biem.co, 2023. https://biem.co

5 Koherensi Kebijakan: Reformasi birokrasi harus selaras dengan agenda pembangunan nasional untuk menciptakan sinergi antar-
sektor. Ombudsman RI (2023) mengingatkan pentingnya integrasi antara kebijakan birokrasi dengan sektor ekonomi, sosial, dan

politik lainnya. Ombudsman RI, 2023. https://ombudsman.go.id
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Reformasi birokrasi merupakan salah satu pilar utama dalam membangun tata kelola pemerintahan
yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai salah satu kandidat presiden dalam pemilu
Indonesia 2024, Prabowo Subianto menyampaikan visi reformasi birokrasi yang komprehensif dan
mencakup berbagai aspek penting dalam perbaikan sistem pemerintahan. Jurnal ini menganalisis
visinya dalam konteks tantangan birokrasi Indonesia, serta mengevaluasi relevansi dan potensi
kebijakan tersebut dalam mewujudkan birokrasi yang lebih baik.

Tantangan Birokrasi Indonesia: Kesenjangan antara ldeal dan Realitas

Birokrasi Indonesia menghadapi beragam tantangan yang berakar dalam aspek struktural dan
kultural. Inefisiensi birokrasi, sebagai salah satu permasalahan utama, menghambat proses
pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Prosedur yang rumit dan lambatnya proses
administratif mengarah pada ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini
terlihat pada panjangnya waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan publik, yang berdampak pada
kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat.

Korupsi juga menjadi masalah besar dalam birokrasi Indonesia. Di banyak level pemerintahan,
praktik korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mencoreng citra
pemerintah dan menurunkan tingkat kepercayaan publik. Meskipun telah ada berbagai upaya
pemberantasan korupsi, namun sistem yang terbentuk selama bertahun-tahun ini masih
memungkinkan adanya praktik penyimpangan, baik yang bersifat langsung maupun tidak
langsung.

Transparansi dalam birokrasi juga menjadi isu yang sangat penting. Banyak keputusan yang dibuat
tanpa memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat, sehingga merusak akuntabilitas
pemerintahan.

Ini tercermin dalam terbatasnya akses publik terhadap informasi kebijakan yang seharusnya dapat
dipertanggungjawabkan. Hal ini mengarah pada ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam proses
pengambilan keputusan, yang semakin memperburuk citra birokrasi di mata publik.

Budaya feodal dalam birokrasi Indonesia, yang ditandai dengan mentalitas hierarkis yang ketat,
memperlambat inovasi dan menghambat perubahan yang cepat. Sistem yang terlalu sentralistik
mempersulit tingkat bawah birokrasi dalam memberikan respons yang cepat terhadap
permasalahan yang ada. Hal ini menyebabkan lambatnya adaptasi birokrasi terhadap perubahan
zaman yang dinamis, serta tidak responsif terhadap tuntutan masyarakat yang semakin mendesak.

Visi Reformasi Birokrasi Prabowo Subianto: Pendekatan Holistik dan Transformatif
Prabowo Subianto mengusung visi reformasi birokrasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga
transformatif dalam menghadapi berbagai tantangan birokrasi Indonesia. Visi ini berfokus pada
empat pilar utama: transformasi struktural, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas
sumber daya manusia (SDM), dan penegakan integritas.

e Transformasi Struktural
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Visi Prabowo menekankan pentingnya penyederhanaan struktur birokrasi untuk
meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan. Penyederhanaan ini bertujuan untuk
mengurangi lapisan-lapisan birokrasi yang tidak perlu, mempercepat proses pengambilan
keputusan, dan mengurangi waktu yang diperlukan dalam penyelesaian masalah
administratif. Penyederhanaan struktur birokrasi ini akan mengurangi beban administratif,
meminimalkan red tape, dan mempercepat pelayanan publik.

o Digitalisasi Pelayanan Publik

Salah satu aspek penting dalam visi reformasi birokrasi Prabowo adalah digitalisasi
pelayanan publik. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, proses administrasi akan lebih
cepat, lebih transparan, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Digitalisasi
memungkinkan integrasi antar lembaga dan mempermudah pengawasan publik. Lebih jauh
lagi, digitalisasi berpotensi mengurangi praktik korupsi yang selama ini terhambat oleh
prosedur manual yang panjang dan sulit dipantau.

e Peningkatan Kapasitas SDM

Prabowo juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia
(SDM) di sektor birokrasi. Reformasi birokrasi yang sukses memerlukan birokrat yang
kompeten dan profesional. Pelatihan dan pengembangan kompetensi aparat pemerintah
menjadi krusial dalam menciptakan pelayanan publik yang responsif dan efisien.
Peningkatan kapasitas SDM juga mengarah pada profesionalisasi birokrasi yang
diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada politisasi birokrasi.

e Penegakan Integritas
Prabowo menegaskan pentingnya penegakan integritas dalam birokrasi sebagai fondasi
utama reformasi. Pemberantasan korupsi menjadi langkah prioritas dalam reformasi ini.
Penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang ketat, serta pemberian sanksi yang jelas
terhadap pelanggaran etika dan hukum diharapkan dapat menciptakan lingkungan birokrasi
yang lebih bersih dan transparan. Dengan meningkatkan integritas birokrasi, Prabowo
berharap dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Implikasi Politik dan Kultural dalam Implementasi Reformasi

Dalam implementasi reformasi birokrasi, terdapat faktor-faktor politik dan kultural yang tidak bisa
diabaikan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, reformasi birokrasi membutuhkan dukungan
politik yang kuat. Komitmen politik yang berkelanjutan, baik dari eksekutif, legislatif, maupun
pemangku kepentingan lainnya, menjadi kunci untuk memastikan kebijakan reformasi birokrasi
dapat dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan.®

¢ Komitmen Politik: Keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada dukungan politik yang kuat dari eksekutif, legislatif, dan
pemangku kepentingan lainnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2023) menekankan bahwa
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Partisipasi publik juga memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan reformasi birokrasi.
Masyarakat perlu diberi ruang untuk terlibat dalam proses perencanaan, implementasi, dan
evaluasi kebijakan birokrasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa reformasi tersebut tidak
hanya bersifat top-down, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan suara rakyat. Dengan
melibatkan masyarakat dalam proses ini, akuntabilitas dan transparansi birokrasi dapat meningkat,
dan reformasi menjadi lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.’

Koherensi kebijakan juga menjadi tantangan dalam implementasi reformasi birokrasi. Reformasi
ini harus diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional yang lebih luas, seperti perbaikan
ekonomi, pembangunan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara
kebijakan birokrasi dengan kebijakan lainnya akan menciptakan keterpaduan yang lebih baik
dalam pemerintahan.

KESIMPULAN

Reformasi birokrasi merupakan langkah fundamental untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan
yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks birokrasi Indonesia yang menghadapi
tantangan besar, visi reformasi yang diusung oleh Prabowo Subianto menawarkan solusi
komprehensif dengan pendekatan yang holistik dan transformatif. Penelitian ini mengeksplorasi
implementasi visi tersebut, yang mencakup transformasi struktural, digitalisasi pelayanan publik,
peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan penegakan integritas. Hasil analisis
menunjukkan bahwa meskipun visi ini menawarkan langkah-langkah yang progresif dan relevan,
tantangan utama terletak pada implementasinya, yang sangat bergantung pada faktor politik dan
kultural yang ada.

Secara struktural, reformasi birokrasi perlu mengatasi inefisiensi yang mengakar dan kesenjangan
dalam proses administratif. Visi Prabowo untuk menyederhanakan struktur birokrasi diharapkan
dapat mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan
masyarakat. Namun, untuk mencapainya, diperlukan komitmen politik yang kuat, terutama dalam
menciptakan dukungan dari berbagai pihak, termasuk eksekutif, legislatif, dan pemangku
kepentingan lainnya.

Digitalisasi pelayanan publik menjadi langkah vital dalam meningkatkan transparansi dan
meminimalkan korupsi. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat administrasi dapat
menciptakan birokrasi yang lebih terbuka dan efisien, meskipun tantangan terbesar terletak pada
kesiapan infrastruktur dan kompetensi SDM dalam menjalankan transformasi digital tersebut.

Peningkatan kapasitas SDM dalam birokrasi juga tidak bisa dipandang sebelah mata.
Tanpa adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi, reformasi birokrasi cenderung hanya
akan menghasilkan perubahan permukaan tanpa mengubah kualitas pelayanan yang
sesungguhnya. Profesionalisasi birokrasi yang diharapkan dapat mengurangi politisasi dalam
pelayanan publik memerlukan waktu dan kebijakan yang konsisten.

7 Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan birokrasi dapat
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. RPK Indonesia (2023) menyatakan bahwa partisipasi publik dalam pengambilan
keputusan merupakan elemen kunci dalam reformasi birokrasi. RPK Indonesia, 2023. https://rpkindonesia.org
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Penegakan integritas menjadi titik tolak untuk menciptakan birokrasi yang bersih dari korupsi.
Dalam hal ini, visi Prabowo menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan dan
penegakan hukum yang tegas. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis dan tidak
hanya sekadar retorika.

Selain faktor teknis, faktor politik dan kultural juga mempengaruhi implementasi reformasi
birokrasi ini. Partisipasi publik menjadi elemen penting untuk memastikan reformasi tidak hanya
terpusat pada kebijakan teknokratik, tetapi juga memperhatikan suara rakyat. Keterlibatan
masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan diharapkan dapat menciptakan
akuntabilitas yang lebih tinggi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Secara keseluruhan, meskipun visi Prabowo Subianto menawarkan solusi yang realistis dan
terukur terhadap tantangan birokrasi Indonesia, keberhasilannya akan sangat bergantung pada
implementasi yang konsisten dan berkelanjutan. Reformasi birokrasi bukanlah proses instan,
melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, legislatif,
masyarakat, dan semua pihak terkait. Dengan komitmen politik yang kuat, partisipasi publik yang
aktif, serta kebijakan yang koheren dan terintegrasi, visi reformasi birokrasi yang ditawarkan oleh
Prabowo dapat mewujudkan birokrasi Indonesia yang lebih efisien, transparan, dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat.***
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